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Telusuri Aliran Dana Rp 900 Juta Di Setwan Seluma

kuTS^ D" '?eskrimsus P°Wa Bengkulu memastikan akan menelusuri aliran
dana Rp 900 juta yang merupakan angga an
OPRD Seluma tahun 2017 lalu. Perrelusuran
rdxndrfse7e^a"teX*a

ucp oenaariaid Sekretanat DPRD Se-
uma Sarnsu dan PPTK, Samsui Lastoni yang
K"a;rSe£ae,ahdi,akUkanSerahteri-^
iniY^iStaLken?ba,1'i:akan te,usuri ali™ danami. Kita akan kembangkan Iagi berdasark™
tdahS "£ da" bebe4a butfytgte ah kita dapatkan dari dua tersangka vans
telah kita limpahkan ke Kejari Seluma"'eranf
Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. DwSuSm

BnMiaS^nnya' PeneIu^ran aliran dana
tahul In 7Pem,eliharaan kendaraan dinasadaoeZ n"'' karena Pihakn>* menyakini
koruns t" n" T? tGr,ibat da,am Perka<"akorupsi mi. Direskrimsus memastikan sia-

tereangkadan harus mempertanggungjaw-
her,an,Pe^Uatan tersebut «suai huLm8yangberiaku. 'Yang jelas kita telusuri dulu, sffi
pun yang terlibat dan menerima anggaran
proses^ arT>^Kitfakanproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Ahmad Tarmizi mengatakan penyelidikan
aliran dana tersebut merupakan kelanjutan
setelah pihaknya telah menetapkan dua
tersangka dalam perkara ini. "Perlu dicatat
ini, kita ada SOP tersendiri dalam pengusu-
tan perkara. Jadi bukan karena permintaan,
karena sekecil apapun bentuk penyelewengan
terhadap uang negara harus diproses dan di-
pertanggungjawabkan oleh oknum yang me-
nyelewengkan anggaran tersebut," bebernya.

Sementara itu, sebelumnya pernyataan
kuasa hukum dua tersangka, Made Sukiade,
SH menyebutkan aliran dana tersebut bu
kan hanya dinikmati oleh Samsul dan Fery
Lastoni, namun juga dinikmati oleh oknum
dewan dan oknum pejabat struktural DPRD
Seluma periode 2014-2019. "Jadi kami minta
Polda Bengkulumengusut ini, jangan perkara
ini dibebankan semua dengan klien kami.
Usut juga yang lain," kata Made.

Informasi yang didapat RB, total anggaran
BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di
DPRD Seluma tahun 2017 tersebut sebesar Rp
1,6miliar. Darianggarantersebut berdasarkan
laporanhasilpemeriksaan (LHP) BPK RI ta
hun 2018 terdapat temuan Rp 900 juta yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari
totaltemuan itu, Rp 700juta telahdikemba-
likan sehingga saat ini tinggal menyisahkan
Rp 200 juta lagi.(aba)


